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Bl il & et S
Rusek Bisa Ganga Pomilu?

Badan Pengawas Pemil (Bawas)
menemukan banyak logistk Pemlu yang
rusak disejumizh daerah, Sejauh i, emuan

pengawasan ditabusilogistk tahap . Tahap  megeri (N . Bawaslu mencatat adanya surat - mencatak dan mendistibusikan, bisa

In berangsung selama 13 September-11
November 2023, "KPU juga tdak

itu triad pada pendlstribusian tahap | dan Il memberikan informasi yang elas tentang

“Bawaslu mencatat, kotak suara rusak
i 177 kabupaten/kota. Hesil pengawasan
menemukan, biik suara rusak di 61
kabupaten/kots, serta segel yang rusak di

fodwal distribusiogitk,” tambeh Herwyn.
Hal yang sama juga teriad dalam

disrbus logistk Perilu ahap I yang

berlangsung sejak 15 November 2023

30 kabupaten/kota," ujar anggota Bawaslu  hingga 14 Januar 2024,

Herwyn Malonda.

Sefauhini, pinaknya juga telah mencatat

Selain kerusakan, ditemukan juga adanya  kerusakan surat suara d 127 kabupaten/

Kesalahan tempat tujuan distribust ogisk
tahap | di 10 kabupaten kot

Herywn pun mengaku bahwa Bawaslu
Kesulitan memaksimalkan proses

kota, dan jumlah surt suara yang belum

sesta d 61 kabupaten ota
Permasalahan yang sama juga ditemukan

dalam distrbusi ogistik Pemildifar

suara yang tidak tepat unlah i 29 Panita
Pemiihan Luar Negeri (PPLN), kelebihan
surat suara di 32 PPLN, dan kelebihan surat
suara untuk TS LN i 14 PPLN.

Ada juga masalah kelebihan surat suara
Untuk kotak suzra kelling (KSK) yang
tersebar di tiga PPLN. Selain itu, kelebihan
surat suara untuk metode POS di 3 PRLN,
Kekurangan surat suara di 20 PPLY, dan
Kerusakan surat suara di 39 PRLN,

Herwyn pun meminta KPU untuk lebih
profesional. Selan fu, Bawaslu juga
meminta agar KPU maupun pihak ketiga
yang menqurus logistk Pemilu agar

sesual dan memenuhi standar,

"Serta, memenuhi prinip tepat jumlh,
tepat jens, tepat sasaran, tepat waktu,
tepat kualitas dan efsien," ucapnya

Sementara itu, Anggota Komis | DPR
(Guspardi Gaus mengatakan, KPU dan
pihak ketiga yang mengurusi logistik
Pamilu harus bertanggung jawab. Untuk
itu, Guspardi akan mengusulkan agar
Kormisi | DPR segera memanggil KPU
untuk mengklarifkasinya.

Untuk membahas topik nilebih (anjut,
berikut wawancara dengan Herwyn
Malonda dan Guspard; Gaus,
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